BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahap upaya dalam penataan
pasar yaitu:
1. Keamanan Pasar

Hasil penelitian mengenai keamanan pasar dari pihak terkait
selalu memperhatikan keseluruhan para pengguna pasar
maupun pengunjung pasar agar tidak adanya rasa kekhawatiran
saat berada didalam pasar dan sebaiknya untuk bekerja sama
dengan pihak keamanan agar dapat berjaga-jaga di dalam pasar
sehingga dapat mempermudah petugas pasar untuk berjaga di
areal lain di sepanjang pasar. Dan juga petugas pasar lebih
mempertegas para pengguna pasar agar tidak lalai dalam
menggunakan alat yang berkaitan dengan listris dan api, serta
barang tajam lainnya, agar keamanan didalam pasar dapat

terjaga dengan baik adanya.

2. Kebersihan Pasar

Hasil penelitian mengenai kebersihan sebaiknya ada Kerjasama
antara pihak pasar, penjual dan pemebeli agar dapat

memperhatikan kebersihan pasar dan selalu membersikan
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5.2 SARAN

tempatnya saat selesai berjualan sehingga tidak terjadinnya
polusi didalam pasar.

Kenyamanan Pasar

Hasil penelitian mengenai kenyamanan pasar sebaiknya
petugas yang menangani pasar dapat mengontrol kembali apa
yang seharusnya dibuthkan oleh para pengguna pasar agar
dapat diberikan kepada mereka sehingga merepa dapat merasa
puas akan sarana dan prasarana yang ada di dalam pasar
sehingga dapat berjalan dengan baik proses jual-beli didalam

pasar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum efektif dalam Upaya

Penataan Pasar Inpres Soe. Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka

peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya koordinasi dengan Polisi, Satpol PP, Linmas,

dinas perhubungan, dan Pemerintah setempat untuk kemajuan
pasar Inpres Soe supaya kedepannya keamanannya lebih baik
lagi.

Perlu adanya pembuatan rencana untuk penataan pasar Inpres
Soe agar bersih, aman dan nyaman sehingga menjadi pusat

perhatian dan menjadi contoh yang baik bagi seluruh pasar
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yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan maupun di luar
daerah Kabupaten.

. Perlu adanya pembinaan yang lebih lanjut bagi pengguna pasar
agar mengikuti setiap aturan yang berlaku dan jika terdapat ada
yang melanggar aturan tersebuk maka harus diberikan sanksi
atau hukuman tegas bagi mereka yang tidak mengikuti aturan

yang berlaku di pasar Inpres Soe.
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